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ABSTRAK

Agia Tri Regina Sandhy 55078/2010 : Implementasi Kebijakan Pemerintah
dalam Penertiban Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Pasar Raya Kota
Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban PKL di Pasar Raya Kota
Solok yang menjadikannya tidak optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat masih
banyaknya PKL yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang
pergi kepasar, kurangnya kesadaran PKL dalam mematuhi Perda dan kebijakan
Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi
kebijakan dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, kendala-kendala yang
dihadapi dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, dan upaya apa yang
dilakukan Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian diambil
secara Purposive Sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik
triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama
proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah dalam
PenertibanPedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok di
implementasikan melalui tahap sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif dan
follow up (pengawasan). Namun penertiban PKL selama ini terkesan
melaksanakan dengan cara follow up ketimbang sosialisasi, penyuluhan dan
tindakan persuasif. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal dilakukan ini
disebabkan karena penertiban dilakukan hanya sebatas rencana tanpa realisasi
yang jelas. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut masih banyak menemui
permasalaha-permasalahanantara lain: kerjasama dan koordinasi yang masih
menghadapi kendala, anggaran yang belum memadai, kurangnya aparatur dalam
menertibkan PKL, kurangnya kesadaran PKL terhadap kebijakan dan tidak
adanya solusi yang dapat diterima PKL dalam melakukan penertiban. Untuk
keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sebaiknya Pemerintah Kota Solok
memberikan alternatif lokasi yang tepat kepada PKL.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kebijakan publik adalah segala hal yang diputuskan oleh pemerintah.
Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk
membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan
terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya
proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan
pemerintah, sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada
mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat
diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru
menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari
bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL).
Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota
menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan kita harus merujuk pada
definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas.
Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah
kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari
kebijakan terhadap apa yang terjadi dilapangan merupakan masalah dari kebijakan

tersebut.



Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian
pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas,
jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota
yang kacau. Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama dikota-kota besar
menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota.
Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan
dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama
kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang
banyak di sektor informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan
memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki
kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena
rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. PKL sebagai tulang punggung
ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam
hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka.

Penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya mereka akan
mengefektifkan pengelolaan dan penaataan PKL agar meningkat dan berkembang
skala usahanya tanpa mengabaikan ketertiban, kebersihan dan keindahan kotadan
ketentraman masyarakat. Selain itu PKL juga sebagai bagian dari masyarakat
pelaku usaha memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan.
Maka dari itu, perlu adanya pemahaman lebih menyeluruh mengenai kebijakan

penataan PKL. Masalah Pedagang Kaki Lima (PLK) tidak kunjung selesai di



setiap daerah di Indonesia, permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja
berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Solok mempunyai dua
tipe yaitu: a) Legal, yang dimaksud PKL legal yaitu mereka yang berada
dikawasan pasar yang membayar iyuran setiap hari, sedangkan b) llegal PKL
yang menempati ruang publik dan tidak membayar iyuran yang berada diluar
kawasan pasar kepada Dinas Pengelolaan Pasar dan tidak sesuai dengan Visi Kota
Solok yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan
kerapian kota atau kita kenal dengan istilah (3K).

Dinas Pengelolaan Pasar menggunakan kebijakan dalam menertibkan PKL
antara lain dengan: a) mekanismesosialisasi,penyuluhan dan pendekatan
perorangan (tindakan persuasif) dan b) mekanisme follow up yaitu pengawasan
terhadap PKL.Karena itu Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali menjadi target
utama kebijakan-kebijakan pemerintah seperti penggusuran dan relokasi.
(Sumber: Yuli Hendri.SH Dinas Pengelolaan Pasar).

Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya
PKL menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian
yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non
materil.Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan
menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan
kepentingan umum akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara

keduanya.



Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian
khusus yang mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang
memperhatikan, dengan begitu banyaknya kendala yang harus dihadapi,
diantaranya kekurangan modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian
ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda Kota Solok yang melarang
keberadaan mereka yaitu No 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar yaitu:

“Berdasarkan hasil pendataan dan penetapan prioritas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini akan dilakukanpenelitian,
seleksi dan penetapan atau penunjukan usahakecil atau informal atau pedagang
kaki lima yang berhak menempati ruang tempatusaha yang disediakan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan”.

Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah
didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditunjukan untuk kesejahteraan
rakyat. Mengingat begitu pentingnya untuk mengetahui kebijakan-kebijakan
pemerintah dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sesuai dengan kebijakan dan fungsi utama Kota Solok yang mengarah
kepada visi dan misi Kota Solok dimana salah satu untuk mencapai visi kota yaitu
mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya perekonomian
masyarakat Kota Solok melalui:

a. Menjadikan Kota Solok sebagai pusat perdagangan untuk Provinsi

Sumatera Barat bahagian selatan dari perdagangan lokal, untuk itu perlu

ditunjang dengan sistem perdagangan yang mampu menjalankan fungsi

perdagangan besar dan sebagai pasar induk.



b. Mengembangkan fungsi perdagangan besar dan pembinaan pengusaha
menengah dan kecil melalui pembinaan manajemen.

c. Menjadikan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai badan usaha
yang mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi sehingga secara
bertahap berperan sebagai pilar perekonomian daerah.

d. Meningkatkan kinerja usaha dan peran koperasi atau PKL dengan
menyediakan tempat berkonsultasi. (Sumber: Buku Profil Pasar Raya
Solok Tahun 2010).

Tabel 1.1Komposisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Jenis

Dagangannya
No Jenis Dagang Jumlah
1. | Pakaian Jadi 154
2. | Kaset 57
3. | Makanan dan Minuman 68
4. | Radio 38
5. | Tas, Dompet dan Topi 72
6. | Pecah Belah 6
7. | Bunga 28
8. | Aksesoris 53
9. | Mainan Anak 58
10. | Buah-Buahan 54
11. | Pisau 17
12. | Ayam Bumbu 13
13. | Sayur 112
14. | Ikan Laut dan Ikan Tawar 57

(Sumber: Buku Profil Pasar Raya Solok Tahun 2010).

Berdasarkan hasil observasi awal penulis lakukan dan hasil wawancara
dengan salah seorang PedagangKaki Lima (PKL) yang bernama ibuk Ernawati
yang berjualan buah-buahan. Tidak adanya perhatian dari Pemerintah Daerah
Kota Solok terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) pada saat sekarang ini, dan

masih banyak PKL vyang tidak mempunyai tempat berjualan di pasar,



dibandingkan pada zaman Pemerintah Kota Solok yang lama, dan kenyataan yang
penulis temukan pada saat sekarang ini kesemrawutan Pasar Raya Solok oleh
banyaknya PKL yang berjualan semakin hari semakin bertambah karena lahan
pasar yang tidak dapat menampung PKL yang begitu banyak.

Mulai dari jalan didepan Taman Kota hingga keluar di Berok, pada pagi
dan sore hari banyak PKL yang berjualan, bagi pengguna kendaraan bermotor
merasakan kemacetan pada sore hari karena separuh jalan dipergunakan untuk
berdagang. Begitu juga lahan parkir pun dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima
(PKL), termasuk dengan jalan dan gang dalam Pasar Raya, untuk jalan naik
kelantai atas juga sudah di isi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga hak
pejalan kaki dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung kepasar raya
terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Terlihat tidak adanya campur tangan Pemerintah dalam mengatur
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan solusi untuk memenahi dan menata Pedagang
Kaki Lima (PKL) untuk berjualan tidak tampak sama sekali, Pemerintah lepas
tangan dengan keadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya, dengan
demikian banyak efek-efek negatif yang diterima oleh masyarakat yang
berkunjung kepasar. Dan ada juga konflik antara pedagang dengan pedangan
dengan masalah perebutan lokasi berdagang, dan parahnya lagi terdapat aksi

perlawanan antara pedagang dengan petugas ketika ada pergusuran.



Tidaksesuainya Perdadalampengelolaanpasar yang manaPedagang Kaki
Lima (PKL) berhakmenempatiruangtempatusaha yang telahdisediakan,
tetapipenulistemukan dilapangankeberadaanpasar yang semrawutankarena PKL
yang bejualan di ruangpublik.Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas
maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan
judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki

Lima (PKL) Di Pasar Raya Kota Solok.

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah Dan Hipotesis Penelitian
1. ldentifikasi Masalah
a. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sepanjang jalan
dan gang dalam pasar yang mengakibatkan kemacetan dan terganggunya
masyarakat yang berjalan kaki.
b. Tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah Pedagang
Kaki Lima (PKL).
c. Belum ditemukan solusi dan kesepakatan antara pemerintah dan PKL dalam
menangani masalah seperti: konflik antara pedagang dengan pedagang
sendiri, konflik antara pedagang dengan petugas, lokasi tempat berjualan,

kebersihan, lingkungan dan kenyamanan.



2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mempunyai batasan masalah adapun batasan
yang diteliti adalah mengenai implementasi kebijakan Pemerintah dalam
penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, kendala-kendala yang di hadapi oleh
Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, dan upaya-upaya
apa yang harus di lakukan oleh Pemerintah dalam Penertiban PKL di Pasar Raya

Kota Solok.

3. Perumusan Masalah
Berdasarkan dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan
masalah yang penulis uraikan dalam penelitian ini adalah :
a. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penertiban Pedagang
Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.
b. Kendala-kendala Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki
Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.
c. Upaya Pendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki

Lima di Pasar Raya Kota Solok.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
a. Untuk mengetahui implementasi kebijakanPemerintahdalampenertiban

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.



b. Untuk mendefinisikan kendala-kendala yang dihadapi
Pemerintahdalampenertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya
Kota Solok.

c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban

Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Sook.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan,
dalam meningkatkan Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang
Kaki Lima (PKL) agar kedepannya lebih efektif dan efisien.

2. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khasanah kepustakaan di bidang ilmu Kebijakan Publik yang terutama
sekali yang berkaitan dengan masalah Kebijakan Pemerintah Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan diharapkan dapat menjadi bahan
tambahan informasi bagi peneliti lain yang membutuhkan informasi

mengenai Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL).
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi kebijakan dalam penertiban PKL yang dilakukan pemerintah
Kota Solok belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena
pelaksanaanya bersifat hanya perencanaan saja dan tidak berdampak
secara signifikan. Penertiban PKL selama ini terkesan kepada follow up

(penawasan) ketimbang sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif.

Penertiban PKL yang dilakukan pemerintah Kota Solok belum efektif
dilaksanakan, karena dipengaruhi oleh beberapa kendala-kendala antara
lain: 1) peran Satpol PP dalam melakukan penertiban juga mempunyai
kendala yaitu kerjasama dan koordinasi yang dipengaruhi kurang adanya
komunikasi yang baik dan masih lemah, sumber daya yang terbatas
dipengaruhi karena anggota yang terjun kelapangan hanya 15-20 orang
masih belum memadai dalam melakukan penertiban terhadap PKL. 2)
peran Dinas Pengelolaan Pasar yang seharusnya memelihara ketertiban
dan keamanan. 3) PKL yang sering melakukan pelanggaran Perda
semakin hari semakin bertambah. 4) peran masyarakat sangat mendukung

kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam menertibakan PKL.
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3. Upaya Pemerintah Kota Solok belum mendapatkan dukungan dari PKL,
walaupun penertiban berlangsung. Dimana tidak memperoleh dukungan
dari pihak terkait lainnya dan pedagang. Dimana Dinas Perhubungan tidak
bersedia berkerjasama dengan Dinas Pengelolaan Pasar dalam
memberikan lahan kepada PKL. Selain itu daerah toritorial yang
disediakan pemerintah bagi PKL selalu ditolak dan malangnya aspirasi

PKL cenderung diabaikan oleh pemerintah daerah.

B. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan untuk kelancaran dalam Implementasi
Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar
Raya Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Agar kebijakan dalam penertiban PKL ini bejalan optimal seharusnya
pemerintah Kota Solok lebih difokuskan pada mekanisme pre-entif, karena
strategi ini dapat memberikan pemahaman kepada PKL melalui sosialisasi
dan penyuluhan secara intensif kepada PKL. Selain itu penertiban
sebaiknya juga lebih memperlihatkan pada tindakan persuasif (tindakan
perorangan). Karena persuasif dapat menampung aspirasi PKL, sehingga
kebijakan penertiban lebih terkesan dalam Bottom up ketimbang Top

down.

2. Supaya kebijakan dalam penertiban PKL ini efisien dilakukan, sebaiknya
pemerintah Kota Solok memberikan semacam pembelajaran dan

diperlukannya edukasi. Dimana Ini diberikan bukan hanya kepada PKL
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saja, melainkan juga kepada Satpol PP dan masyarakat. Karena tidak
mungkin PKL mampu bertahan berdagang di areal terlarang kalau bukan
didukung oleh masyarakat yang tetap membeli kepada mereka. Namun
demikian seharusnya pemerintah juga memberikan sanksi bagi
masyarakat. Disamping itu untuk terwujudnya kebijakan yang efesien
dalam penertiban PKL, sebaiknya pemerintah pertama, lebih
merealisasikan anggaran yang cukup dan disesuaikan dengan apa yang
dibutuhkan oleh aparatur penegak Perda, guna untuk melancarkan
pelaksanaannya. Kedua, sebaiknya pemerintah menambah sumber daya

aparatur agar penertiban dapat dilakukan lebih efesien.

Agar pemerintah Kota Solok memperoleh dukungan dalam penertiban,
sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan PKL. Seperti dalam bentuk
pemberdayaan PKL, dimana hanya terkesan memberikan bantuan modal
saja. Tetapi tempat yang layak tidak diberikan, sehingga PKL mencari
alternatif tempat sendiri untuk berjualan. Pemerintah tidak bisa menggusur
PKL begitu saja tanpa adanya alternatif yang tepat dan memberikan lahan
pengganti untuk mereka. Jadi sebaiknya pemerintah mempertimbangkan
masukan-masukan dari pedagang dan menyediakan lokasi/tempat yang
disepakati oleh PKL, tetapi tidak mengganggu dan tidak merugikan pihak-
pihak lain. Sangat diharapkan kebijaksanaan pemerintah kota Solok untuk

mempertimbangkan hal tersebut untuk lebih memberdayakan PKL.
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